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Abstrak
The State guarantees freedom of religion for its citizens, and not interfere with the
doctrinal aspecis of a religions doctrine. In the same time, the state also must always
protect all its citizens and enforce security and order for its citizens that. Fuery time
Jreedon: ihat intentionally or unintentionally lead to the disruption of public order and
safety, then the country including the government must look to resiore public order and
safely is as it should. In other words, religions freedom is a right that implementation
must be aligned with the responsibility to uphold basic human obligations such as
maintaining security and public order. Basic Law (Constitution) in 1945 stated that
the state guarantees freedom of religion and spattering (Article 28E jo Article 29
paragraph 1). In fact, in Article 281 of the 1945 Constitution stated that religions
Jreedon can not be reduced under any circumstances. Conditions were still reinforced in
Article 22 of Law Number 39 Year 1999 on Human Rights. Every person has
Jreedom of thought, belief, and religion.
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Pendahuluan

Salah satu agenda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga

persatuan dan kesatuan bangsa dan membangun kesejahteraan hidup bersama
seluruh warga negara dan umat beragama. Namun hambatan yang cukup berat

dibadapi untuk mewujudkan kearah kesejahteraan hidup seluruh warga negara

adalah masalah kerukunan nasional termasuk didalamnya hubungan antar agama
dan kerukunan antar umat beragama, yang salah satu persoalanya adalah persoalan

yang menyangkut mengenai kebebasan dalam beragama.

Kita ketahui bahwa wacana kerukunan umat beragama di Indonesia telah

menyedot banyak encrgi dan fikiran. Fenomena disharmoni itu ditandai dengan
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beberapa benturan sosial yang dimanipulasi menjadi pertentangan antar kelompok
umar beragama. Kendatipun pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya
menutupi kondisi objektf dari pertentangan itu, namun indikasi-indikasi yang
ditemukan tetap tidak bisa diterjemahkan kecuali menunjukan adanya
disharmonitas dikalangan umat beragama.'

Ketidakharmonisan antar pemeluk agama dilatarbelakangi oleh banyak
faktor, dimana hal tersebut dapat dibedakan kedalam dua faktor, yaitu faktor
internal dan faktor eksternal.” Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi
seseorang bersikap disebabkan paham keagamaan terhadap ajaran agamanya.
seperti adanya kecendrungan pemahaman radikal-ekstrim dan fundamental subjektif
terhadap ajaran agama yang dianut. Sedangkan faktor lainnya, seperti sikap
bedonitas dan gportunitas dengan mengatasnamakan agama sebagai komuditas
kepentingan telah menjadikan petaka kemanusiaan yang berkepanjangan. Faktor-
faktor disharmonitas tersebut pertu ditelaah dalam relevansinya dengan hubungan
umat beragama di Indonesia. Hal ini didasari kerangka fikir bahwa salah satu
langkah untuk merendam konflik adalah mengetahui sumber-sumber konflik itu
sendiri.

Selain yang telah discbutkan diatas, kerukunan beragama berarti hubungan
sesama umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati,
menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Umat
beragama dan Pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara
kerukunan umat beragama dibidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan
umat beragama.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus
1945 telah dijamin bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya”. Jaminan tersebut dirumuskan dalam pasal 27 ayat
(1) UUD 1945, yang sampai saat ini tidak dilakukan perubahan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Disamping pasal tersebut, dirumuskan pula dalam pasal
29 ayat (2) UUD 1945 bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk betibadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu”. ?

Rumusan dalam UUD 1945 tersebut merupakan landasan hukum dan
jaminan terhadap kebebasan berkeyakinan bagi seluruh warga negara
Indonesia. Sebagai suatu aturan yang masih bersifat umum, rumusan dalam
UUD 1945 tersebut haruslah dilaksanakan dan dirumuskan dalam UU, yang
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dapat lebih berperan serta lebih menjamin terpenuhinya amanat dari UTUD
1945 tersebur, namun demikian dewasa ini jaminan tersebut terasa semakin
jauh.

Oleh karena itu, persoalan- persoalan yang meayangkut tentang kebebasan
beragama merupakan salah satu persoalan yvang sangat riskan jika salah-salah
dalam penyelesaianya, yang akibatnya nanti bisa-bisa menyalahi hak asasi
seseorang, Hal ini dikarenakan bahwa konsep kebebasan dalam beragama ini
selain dijamin dan dilindungi di dalam Undang-undang, baik Undang-uadang 1Dasar
Tahun 1945 juga dijamin dan dilindungi dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Lebih jelasnya dinyatakan bahwa secara konstitusional ditegaskan dalam
rumusan Pancasila pada pembukaan dan pasal 29 UUD Tahun 1945, Landasan
idiil Pancasila pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasan
UUD Tahun 1945 sila pertama terscbut adalah Ketubanan Yang Maha Fsa,
mengandung makna bahwa kewajiban pemerintah dan para penyelenggara negara
lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-
cita moral yang luhur. Untuk memelihara moral yang luhur tersebur ridak dapat
dilepaskan dati usaha untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama
bangsa Indonesia, bahkan ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajazan
agama.t - -

Dalam Pasal 29 UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara
berdasarkan atas ketuhanan YME, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu. Negara tidak hanya menjamin kebebasan memeluk
agama, sekaligus negara menjamin, melindungi, membina, mengembangkan
serta memberikan bimbingan dan pengarahan, agar kehidupan beragama
boleh berkembang, bergairah, bersemarak serasi dengan kebijaksanaan
pemerintah dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan
Pancasila. Negara tidak mengatur dan ingin mencampuri urusan syariat dan
ibadah-ibadah agama, yang umumnya terbentuk dalam aliran agama masing-
masing menurut keyakinan masing-masing yang dijamin sepenuhnya oleh
negara. °

Dari uraian di atas, dapatlah di ketahui bahwa konsep kebebasan dalam
beragama jika salah-salah dalam memahaminya akan menjadi rancu bahkan akan
menjadi pemicu konflik, oleh karena itu disini penulis akan mencoba
membahasnya sehingga yang menjadi batasan masalah yang akan dibahas dalam
makalah ini adalah bagaimanakah konsep kebebasan beragama menurut UUD
Tahun 1945 serta bagaimana pula kaitannya dengan HAM.
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Pembahasan ‘
1. Konsep kebebasan beragama menurut UUD Tahun 1945

Wacana kebebasan beragama sesungguhnya sudah berkernbang sejak bangsa
ini akan diproklamirkan tahun 1945 silam, bahkan jauh sebelum icu. Melalui Badan
Penyelidik Usaha-usaha Pegsiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), wacana ini
hangat diperdebatkan fomnding fatber, khususaya dalam perumusan pasal 29 UUD
1945. Dengan arti kata, masalah kebebasan beragama memang tidak pernah tuntas
diperdebatkan hingga sekarang,

Semula, rancangan awal pasal 29 dalam UTUD 1945 BPUPKI berbunyi: “Negara
berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-
pemeluknya”. Kemudian diubah lewat keputusan rapat PPKT, 18 Agustus 1945 menjadi:
“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan ini menghilangkan tujuh
kata (dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya), yang
justru dipandang prinsipil bagi kalangan nasionalis-Islam. Rumusan inilah yang dipalai
dalam konstitusi Indonesia hingga sckarang dan tidak mengalami perubahan meski
telah empat kali mengalami amandemen: 1999, 2000, 2001, dan 2002.

UUD 1945 dalam sistem hukum di Indonesia dikenal sebagai sumber dari
segala sumber hukum yang menjadi turunannya. Adapun tingkatan hukum di
Indonesia setelah UUD 1945 adalah: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan
Peraturan Daerah. Dalam sistim hukum global Indonesia banyak juga meratifikasi
betbagi konvenan Internasional seperti Konvenan Internasional Hak Sipil dan Polidk
lewat UU Nomor 12 Tahun 2005. Dalam masa reformasi UUD 1945 paling tidak
telah mengalami empat kali amandemen®, sungguh sebuah masa perubahan yang
sangat cepat dalam hukum di Indonesia.

Di era reformasi sekarang, banyak sckali produk hukum yang lahir dalam
masa reformasi dihasilkan sebagai produk kontestast etno politik dari berbagai
kelompok masyarakat baik ditingkat pusat maupun daerah. Reformasi berjalan
dengan betbagai upaya legislatif mengisi ruang hukum Negara Indonesia dengan
berbagai produk hukum. Bercampur dengan situasi politik dan ekonomi Negara
dan berbagai agenda kepentingan lainnya, reformasi telah menghasilkan scjumlah
produk hukum, mulai dari UU sampai dengan Peraturan Daerah. Sangat
disayangkan, sejumlah produk hukum atau peraturan yang ada menimbulkan
ketegangan di masyarakat dan tumpang tindih bahkan ada juga yang melihat sebagai
produk-produk multitafsir.”

Namun demikian, di sisi lain Negara Indonesia adalah negara yang
berpenduduk majemuk dati segi suku bangsa, budaya, dan agama. Penduduk
Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang tersebar di berbagai wilayah.
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Penduduk ini menganut agama dan kepercayaan vang berbeda-beda. Bagian terbesar
dari penduduk menganur agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan
Khonghucu, bahkan juga ratusan aliran keagamaan. Karena itu, dipertukan kearifan
dan kedewasaan di kalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara
kepentingan kelompok dan kepentingan nasional. Dari sisi Pemerintah, diperlukan
kebijaksanaan dan strategi untuk menciptakan dan memelihara suasana kebebasan
beragama dan kerukunan umat beragama guna mewujudkan masyarakat Indonesia
yang aman, damai, sejahtera dan bersatu.®

Dimana yang dimaksud kerukunan umat beragama disini adalah keadaan
hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling
menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan zjaran agamanya dan
ketjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan, pemeliharaan
kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemetintah
di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.’

Dilain pihak kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara Pancasila,
artinya bukan sebagai negara agama karena negara agama hanya mendasarkan did
pada satu agama tertentu, tetapi negara Pancasila juga tidak dapat dikatakan scbagal
negara sekuler karena negata sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan
agama. Menurut Mahfud M.D, negara Pancasila adalah sebuah refigions nation state
yakni sebuah negara kebangsaan yang religius vang melindungi dan memfasilitasi
berkembangnya semua agama vang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan
besarnya jumlah pemeluk masing-masing.'” Berangkat dari konsepsi tersebut, maka
adalah suatu keniscayaan bahwa negara mempunyai kewajiban konstitusional
(constitutional obligation/judicial review) untuk melindungi kebebasan beragama bagi
setiap warga negaranya.

Dengan demikian, kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh UUD
1945 terutama pasal 28E, 281, dan 29. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya
dapat dilakukan melalui UU scbagaimana ditur dalam Pasal 28] UUD 1945 tersebut.
Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur adanya
hak-hak asasi manusta dan kewajiban dasar manusia. Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun
1999 menegaskan bahwa:

“(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan (2) Negara menjamin
kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanva dan kepercayaannya itu.”

Tetapi Undang-Undang vang sama juga mengatur adanya kewajiban dasar
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manusia, vaitu seperangkat kewajiban vang apabila tidak dilaksanakan tidak
memungkinkan tegaksananya dan tegaknva FLAM, sebagaimana diatur dalam Pasal-
pasal 1, 67, 68, 69 dan 70 UU tersebut. Tentang pembatasan hak dan kebebasan
hanya dapat dilakukan oleh UU sebagaimana diatur Pasal 73 UU tersebut. Demikian
pula kebebasan beragama dijamin oleh Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
yvang tclah diratifikasi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 18 ayat
(1), @) dan (3) UU ini, disebutkan sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan
beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau
menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan
kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang
lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama
atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan
pengajaran.

2. Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya
untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya
sesual dengan pilihannya.

3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya sescorang
hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk
melindungi keamanan, ketettiban, keschatan atau moral masyarakat
atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Prinsip dan pasal-pasal mengenai kebebasan beragama diatas masih sangat
umum dan perlu penjabaran lebih lanjur. Jika dikaitkan dengan isu kebebasan beragama
di Indonesia dewasa masalahnya dapat dibagi menjadi sekurang-kurangnya 4 masalah':
1) Hubungan kebebasan beragama dengan agama lain. Ini menjadi masalah karena
adanya pluralitas agama yang mengakibatkan adanya benturan program antara satu
agama dengan agama lain. 2) Hubungan kebebasan beragama pada pemeluk agama
masing-masing, Ini menyangkut masalah-masalah pemikiran dan pengamalan ajaran
agama yang oleh umat penganut agama tersebut dianggap menyimpang, 3) Hubungan
kebebasan beragama dan pemerintah. Khusus ketika terjadi konflik peran pemerintah
mutlak diperlukan sebagai penengah dan fasilitator antar agama atau antar pemeluk
agama. 4) Hubungan kebebasan beragarma dengan Deklarasi Universal Hatk Asasi Manusia
(DUHAM). Ini bermasalah ketika HAM yang dianggap universal itu ternyata secara
konseptual dan praktis berbenturan dengan prinsip-prinsip dalam agama.

UUD 1945 tidak secara tegas mengatur agama-agama apa saja yang harus
dipeluk oleh seseorang sebagai warga negera Indonesia. Dengan demikian menurut
ketentuan UUD 1945 tersebut, warga negata diberi kebebasan untuk memeluk
dan memilih salah satu agama atau keyakinan serta menjalankan ibadat sesuai
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svariatnya. Agama dan kepercavaan sescotang tidak dapac dipaksaan, Negara
sekalipun tidak dapat memaksakan dan menentukan sescorang harus memilih salah
satu agama certentu.

Di dalam Penetapan Presiden (PnPs) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, vang kemudian ditetapkan menjadi
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan
Presiden dan Peraturan Presiden menjadi Undang-undang, khususnya dalam
Penjelasan pasal 1, agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah:
Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius). Agama-agama
initah yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia. Oleh karena itu agama-
agama dimaksud mendapatkan jaminan dari negara sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yakni “Negara menjamin kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Selain mendapatkan jaminan dari
ncgara juga mendapatkan bantuan-bantuan dan perlindungan,'?

Jadi ke 6 (enam) agama tersebutlah yang mendapat fasilitas dari negara
arau bantuan dari negara. Akan tetapi tidak berarti agama-agama lain, misalnya:
Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Teosism, di larang di Indonesia. Mereka Juga mendapat
jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan mereka
dibiatkan adanya asal tidak melanggar peraturan perundang-undangan. .

Kemudian, masalah kebebasan beragama mempunyai jalinan yang erat
dengan kerukunan umat beragama. Dalam hal ini, ketika kebebasan beragama
merupakan HAM, maka menjadi tanggung jawab negara untuk menjadi fasilitator
agar dapat dilindungi dan ditegakkan sebagaimana mestinya. Hal ini penting karena
kerukunan umat beragama merupakan benih terciptanya harmoni sosial yang penting
untuk pelaksanaan pembangunan guna mencapai tujuan negara. Harmoni sosial
juga penting untuk menjadi jalan agar HAM dapat betjalan sebagaimana mestinya.

2. Konsep kebebasan beragama bila dikaitkan dengan HAM,

Hak-hak asasi manusia adalah menjadi hak-hak konstitusional karena
statusnya yang lebih tinggi dalam hirarki norma hukum biasa, utamanya ditempatkan
dalam suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Artinya memperbincangkan
kerangka normatif dan konsepsi hak-hak konstitusional sesungguhnya tidaklah
jauh berbeda dengan bicara hak asasi manusia.

Perlu diakui bahwa perubahan UUD 1945 hasil amandemen adalah lebih
baik dibandingkan dengan konstitusi sebelumnya dalam membangun sistem
ketaranegaraan, salah satu utamanya terkait dengan meluasnya pengaturan jaminan
hak-hal asasi manusia. Dari kualitas jaminan hak-haknya, UUD 1945 mengatur
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jauh lebih lengkap dibandingkan sebelum amandemen, dari 3 pasal (hak atas
pekerjaan dan penghidupan vang lavak bagi kemanusiaan, kemerdekaan berserikat
dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, jaminan
kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, serea hak atas pengajaran, hak atas
akses sumber daya alam)” menjadi setidaknya 17 pasal (dengan 38 substansi hak-
hak yang beragam)'* vang terkait dengan hak asasi manusia,

Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia diantaranya
Konflik-disintegrasi bangsa, penegakan hukum dan HAM. Salah satu hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak beragama,
bahkan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Negara
menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban
melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadat, sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan
atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban wmum.
Tugas pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap
penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun,
lancar dan tertib baik intern maupun antar umat beragama.'

Penegakan Hukum dan Hak Kebebasan Beragama. Karena hak asasi manusia
adalah hukum internasional, di mana negara merupakan subyck hukum yang

-~ betkewajiban untuk menghormati (/2 respecs), melindungi (i prosect), dan memenuhi (0
Julfill) hak asasi manusia, maka negara dibebani tanggung jawab terselenggaranya
kebebasan beragama bagi warga negara. Indonesia juga terikat secara yuridis dan mogal
terhadap Universal Declaration of Human Rights serta petjanjian-perjanjian internasional
tentang HAM. (nternational bill of rights) seperti International Covenant on Civil Politic Rights
(ICCPR). Atav, International Covenant on Fconomie, Sosial, and Cultural Rights ICESCR),
Convention on the Elinmination of Al Forms of Discrimination Against Women (CEDAW);
atau bahkan di Noyms on the Responsibilities of Transnational Corporation and Other Business
Lnterprises nuth Regard to Human Rights yang semuanya mengalsui hak kebebasan beragama.

Di era reformasi, arus kebebasan yang semestinya dapat dikelola menjadi
kekuatan konstruktif pembangunan bangsa justru menjadi kontra-produkdf dengan
melahitkan sumber ketegangan baru. Kebebasan menjadi bola liar yang bergulir,
dan sulit dibedakan dengan anarkisme. Masyarakat merasa legal untuk melakukan
apa saja atas nama kebebasan. Tidak sedikit, misalnya, kelompok masyarakat yang
tiba-tiba merasa berwenang memerangi kemaksiatan dengan mengunakan cara-
cara kekerasan serta menyetang kelompok agama lain.

Di pihak lain, aparat negara yang mempunyai otoritas untuk melindungi
hak-hak asasi warganya, tidak mampu melakukan few enforcement. Para aparat ini
acapkali bettindak ragu-ragu serta tidak mampu membedakan antara ketegasan
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menjalankan undang-undang dan prilaku vang melanggar FTAM. Padabal, tanpa
ketertiban dan aturan hukum vang jelas, tidak akan ada kebebasan dan [TAM.

Sementara itu, dalam konteks legislasi nasional, kewajiban ini juga ditegaskan
ULD 1945 di Pasal 281 avat 4. Demi mengimplementasikan kewajiban tersebut,
. selayaknya negara menempuh langkah-langkah vang efekdf di pelbagai bidang, seperti:
hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, serta bidang lain seperti
termakeub di Pasal 71 jo. Pasal 72 dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

Dilain pihak, jika universalitas agama dipahami dengan baik, hak asasi
manusia (HAM) sama sekali tidak berbenturan dengan agama. HAM sangat
menghargai kemanusian layaknya agama menghormati hak hidup manusia. Pasalnya,
tiap agama juga mengatur interaksi sesama manusia. Saling bantu dalam menghadapi
musuh bersama, membela yang teraniaya, saling menasehati, serta menghormati
kebebasan beragama. '

Kebebasan beragama dalam kacamata Hak Asasi Manusia (HAM)
mempunyai posisi yang kompleks' Dalam konfigurasi ketatanegaraan, kebebasan
beragama mempunyai posisi yang penting juga. Sebagian besar kegiatan manusia
dilindungi oleh pasal-pasal mengenai kebebasan beragama, kebebasan bereskpresi,
dan kebebasan politik. Menurut Ifdhal Kasim'"", kebebasan beragama muncul sebagai
HAM yang paling mendasar dalam instrumen-instrumen politik nasional dan
internasional, jauh sebelum berkembangnya pemikiran mengenai perlindungan
sistematis untuk hak-hak sipil dan politik. Namun jika dikaitkan kebebasan
beragama dalam hal kenegaraan banyak menemukan persoalan-persoalan yang butuh
penyelesaian apalagi persoalanya dikaitkan dengan HAM.

Didalam  konstitusi, dijelasakan dalam sejumlah pasal yang bukan saja
menunjukkan pentingnya agama, akan tetapi juga betapa agama dan kehidupan
beragama merupakan HAM, seperti:

' 1. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya
(Pasal 28A)

2. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat (Pasal 28E)

3. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan
stkap, sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat (2))

4. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G)

5. Hak atas bebas dari penyiksaan (Pasal 28G ayat (3)).

Puncak pengakuan atas hak asasi manusia dalam konstitusi ditutup dengan

dengan termuatnya Pasal 28 ], vang menyatakan: “(1) Setiap orang wajib
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menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. (2} Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, sctiap
orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas
hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuatutan vang adil dan sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
dalam suatu masvarakat demokratis.”” kebebasan beragama sebagal salah satu
fondasi bernegara juga diakui oleh UUD 1945, yaitu Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).
(“Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaan itu.”) Legalisasi dalam konstitusi itu kiranya
cukup untuk menunjukkan bahwa agama menduduki porsisi yang penting dalam
kehidupan bernegara di Indonesia.

Kebebasan beragama sebagaimana dimaksud dalam pasal 28F dikaitkan
dengan pasal 29 ayat (1) UUD 1945, bahwa kebebasan dalam memeluk agama dan
beribadat menurut agamanya tersebut yang berdasar pada keTuhanan Yang Maha
Esa, artinya pengakuan adanya Tuhan Yang Esa yang menjadi sendi bernegara,
oleh karena itu setiap werganegara diwajibkan memeluk agama yang mengakui
Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan memeluk agama sebagaimana dimaksud dalam
UUD 1945 tersebut, bebas memeluk agama artinya kebebasan untuk memilih salah
satu agama yang divakini yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Hsa, bukan
bebas untuk tidak memiliki agama. Di negara Indonesia setiap warga negara
diwajibkan untuk memiliki agama, apapun agama yang dipilih dan di akui oleh
negara. Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara lain yang memberikan
kebebasan bagi warganegatanya untuk beragama atau tidak beragama (atheis).

Masalah menjalankan syariat agamanya atau tidak itu kembali pada masing-
‘'masing individu dan keberadaan sanksi yang diajarkan dalam agama tersebut, karena
pelanggaran norma agama sanksinya dipertanggungjawabkan oleh individu
dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ketaatan beribadat dan kepatuhan terhadap
syariat agama yang dipeluknya sebagai cermin tingkat keyakinan penganut terhadap
agama tersebut.

Kebebasan memeluk agama juga menjadi bagian Hak Dasar Manusia. Hak
dasar inilah yang disebut sebagai Hak Asasi. Hak beragama yang dimilki oleh setiap
warga negara Indonesia yang dinyatakan sebagai bagian dari hak asasi sebagaimana
diatur dalam pasal 4 dan pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, schagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun dan oleh siapapun. Karena itu negara memberikan kebebasan warganegara
untuk memeluk agama, akan tetapi tidak dapat menentukan salah satu agama yang
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dipilihnva. Namun demikian di dalam negara hukum (rechstaar) vang dapat
merampas Hal asast hanvalah Peraturan Perundang-undangan. Hal ini herdasarkan
asal legalitas dalam negara hukum, di mana kebebasan asasi dapat dijalankan dengan
tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi
“kebebasan” dalam negara hukum tidak dapat dijalankan scbebas-bebasnya, tetapi
tetap berdasarkan atas hukum yang bertaku, rermasuk kebebasan memeluk agama
dan beribadat menurut agamanya. Dengan demikian di dalam memeluk agama dan
menjalankan ibadatnya sesuai yang diatur dan ditetapkan dalam agama yang dianut
dan diakui keberadaannya oleh negara sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.'®

Banyaknya agama, keyakinan dan kepercayaan di Indonesia merupakan
hiteroginitas dan cermin pengakuan hak asasi dalam betkeTuhanan Yang Maha
Esa. Eksistensi agama di Indonesia ada dalam posisi minoritas dan mayoritas, oleh
karena itu hak asasi beragama baik yang ada dalam posisi minoritas maupun
mayoritas dijaga untuk memiliki hak yang sama. Hal ini dijamin oleh Undang-
Undang Dasar (Konstitusi), sehingga tidak terjadi prinsip marginalisasi yang
bertentangan dengan konsep hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang,

Kebebasan beragama muncul sebagai HAM yang paling mendasar dalam
instrumen-instrumen politik nasional dan internasional, jauh sebelum
berkembangnya pemikiran mengenat petrlindungan sistematis untuk hak-hak sipil
dan politik."” Pada paragraf pertama Pasal 18 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa
“semua orang memiliki hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
Hak ini juga mencakup kebebasan untuk mengambil atau memeluk agama atau
kepercayaan sesuai dengan pilihannya dan kebebasan, baik secara individual atau
bersama-sama dan di ranah umum maupun privat, untuk menyatakan agama atau
kepercayaannya dalam pemujaan, pelaksanaan perintah agama, praktik, dan
pengajaran.” Namun demikian ICCPR juga menegaskan bahwa kebebasan beragama
itu tidak mudak. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayar (3) ICCPR yang pada
intinya menyatakan bahwa “kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan
hanya boleh dibatasi oleh hukum dan hanya yang perlu untuk melindungi
keselamatan masyarakar, ketenteraman, kesehatan, atau moral, atau hak-hak dan
kebebasan mendasar orang lain.”

Menurut Katl Josef Partsch®, pembatasan-pembatasan yang diijinkan
paragraf tadi hanya berlaku terhadap kebebasan untuk menjalankan perintah agama
atau kepercayaan. Tidak ada pembatasan yang dibolehkan terhadap kebebasan
berpikir, berkeyakinan, dan beragama seperti dinvatakan dalam Pasal 18 ayat (1)
ICCPR, juga tidak membatasi pula kebebasan “untuk memeluk atau menganut
agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihan dalam ayat (2). Pembatasan tadi
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dengan syarat-svarar: (1) hanya bila diperkenakan oleh hukum dan diperlukan; (2)
untuk melindungi keselamaran masvarakat, namun bukan keamanan nastonal; dan
(3) untuk melindungi kehebasan mendasar orang lain namun tidak semua hak atan
kebebasan orang lain. Kemudian Pasal 18 avat (4) menegaskan balrwa ada jaminan
pada otang tua untuk menentukan dan menjamin pendidkan agama dan moral anak-
anak mereka.

Dalam UUD 1945, hak kebebasan agama diatur di dalam Pasal 28E ayat

(1) dan bahkan Pasal 281 ayat (1} juga menegaskan hal tersebut sebagai HAM yang
tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Kemudian, pelaksanaan atas hak
tersebut diatur di dalam Pasal 28 ayat (5) yang pada intinya menyatakan bahwa
untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang
demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai kebebasan beragama itu tidak
dilepaskan dari sukma Pasal 29 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasar
atas Ketuhahan Yang Maha Lsa serta negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu. Sudah barang tentu pelaksanaan HAM ini juga
tunduk kepada ketentuan ketentuan Pasal 28] UUD 1945 vang selengkapnya dikutip
sebagai berikut:

1.  Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.  Dalam menjelankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang
adil sesual dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,
dan ketertiban wmum dalam suatu masyarakat demokraris.

Kesimpulan

1. Konsep kebebasan beragama menurut UUD Tahun 1945, dapat dilihat
terutama pasal 28K, 281, dan 29. Pembatasan terhadap kebebasan it
hanya dapat dilakukan melalui UU sebagaimana ditur dalam Pasal 28]
UUD 1945. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia juga diatur adanya hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar
manusia.

2. Konsep kebebasan beragama bila dikaitkan dengan HAM, daparc dilihat
tethadap hak beragama yang dimilki oleh setiap warga negara Indonesia
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vang, dinvatakan sebagai bagian dari hak asasi scbagaimana diatur dalam
pasal 4 dan pasal 22 avat (1) dan avac (2) UU No. 39 Tahun 1999
tentang Flak Asasi Manusia, sebagai hak vang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun dan olch siapapun.
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